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WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKD

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR os TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN PERENCANAAN

Menimbang

Mengingat

PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YA MAHA ESA,

WALIKOTA TUAL,

balwa dalam rangka memberikan panduan dan pedoman
kinerja guna memaksimalkan peran dan tanggung jawab
dalam pelaksanaan tugass dan pekerjaan serta pemberian
motivasl vang dapst menghasilkan kinerp yang optimal,
maka perlu disuswn uraian hugas dan jabatan secara
sigtematis dan terpadu

bahwa wuntuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 19

. Peraturan Daerah Kota Tual Nemor 02 Tahun 20i6 tentang

Organisasi Perangkat Deaeeah Kota Tual, maka perla uraian
tugas jabatan sebagan pedoman dalam pelaksanaan tagas
organisass

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalesud
dabhm huruf a dan buraf b, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Waliknta Tual

Undang-Undang Nomor 60 Tahim 1958 tentang Fenetapan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957  tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat T dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat [ Maluku (Lembaran
Negara Republik Indone=zia Talun 1958 Nomor 111,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomaor 1645});

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 104, Tambahan
Letnbaran Negara Republik Indonesia Nomer 4421);

Undang-Undang MNomor 33 Tabun 2004 tentang
Perimbangan HKeuangan Antara Pemerintah Pusat  dan
Pemerintah Daerah (Lemnbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4438},
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Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TUAE TENTANG URAIAN TUGAS -

l1.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawal Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambzahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42632);

12, Peraturan  Pemerimtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembiraan dan Pengawasan Penyelengparaan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Talhun 2005 Nemor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593},

13. Peraturan Pemerintah Nomor J8 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran MNegara Republik Indonesia
Talhun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 5887

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara, Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang
Pemmbentukan dans Susunen Perangkat Daerah Kota Tual
(Lembaran Daerah Kota Tual Talmin 2016 Nemor 88,
Tambahan Lembaran Daerah Kata Tual Nomor 7096);

MEMUTUSKAN:

JABATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA TUAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1.

N AN

oo

Dacrah adalah Kota Tual,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tual;
Walikota Tual adalah Walikota Tual

Wakil Wakkota adalgti Wakil Walikola Tual

Sekretariat Dacrah adalah Sekretariat Daerah Kota Tual;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual

.Badan Daerah adabkh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Tuaal

Perangkat Dacrah adalah orgagpisasi pada Pemerintah Daerah yang
bertarggung jpwab kepada Walikota dalam rengka penyelenggaraan
pemerintahan vyang terdiri dari Sekretariat Daerah, Bekretariat DPRD,
Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah,

Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB, adalah
unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegistan lelnis
operasional danfatau kegiatan tchmis peminjang tertentu;



10.Jabatan Struktural adalah kedudukan vyang menunjukkan tugas,

tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam
rangka memimpin suahl satuan OorganiSasi;

1l.Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan

12.

13.

fungsional adalah keduduken yang menunjukkan tugas, tangoungjawab,
wewenang dan hak seorang Pepawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan mgasnya didasarkan pada keahhian
dan fatau ketcrampiian tertenna serta bersifat mandirs;

Pelaksana adalah jabatan o luar jabatan struktural maupun jabatan

fungsional berada di bewah pejabat eselon terendah yang melaksanakan

schagian tugas pada jabatan struktural
Standar Kompetensi Jabatan yang selanjutnya dsebut standar kompetensi

adalah persyaratan kompetensi mimmal yang harus dimiliki scorang
Pegawai Neperi Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan;

14.Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan Pemerintahb. cleh Pemermtah

15,

16,
17.

18.

(1)

kepada daetrah otonom  dalam  kerangka Negara Kesatuan  Republik

Indoncsia;

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah
danfatau Desa, dari Pemecrintah Provingi kepada Kabupaten/Kota
dan/atau Decsa serta Dari Pemenntah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk
melaksanakan tugas tertenty;

Tugas Pokok adalah sekumpulan aktiftas untuk menyelesaikan pekerjaan;

Fungsi adalah sekelompok aktilitas yang tergolong pada jenis yang same
berdasarkan sifat atau pelaksaannya;

Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan

yang merupakan tugas pokok yang dilalukan oleh pemegang jebatsn
dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalamn kandisi tertentu.

BAB 11
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama
SUSUNAN ORGANISAS]

Peasal 2

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tual,
terdiri dari:
a Kepala Badan.
b. Sekretaris, terdiri dari:
1) Sub Bagian Keuangan;
) Sub Bagan Perencansan dan Evaluasi; dan.
3) Sub Bagian Umumn dan Kepegawaian.
c. Bidang Perencanaan Sosal Budaya den Pemerintahan membawahi:
1) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
2) Sub Bidang Perencanaan Kependudukan; dan
3 Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan.



d. Bidang Perencanaan Ekonomi membawahi :
1} Sub Bidang Perencanaan Dunia Usaha;
2} Sub Bidang Peréencansan Penanaman Modal, Pariwisata dan Tenaga
Kerja,
3 Sub Bidang Perencanaan Ekonoemi Produksi.
e Bidang Perencanaan Pengembangan Wikyah dan Infrastruktur
membawahi:
1} Sub Bidang Perencanaan Pertanahan, Penatzan Ruarng dan
Lingkungan Hidup;
2 Sub Bidang Perencanaan Perbubungan, Komunikasi Informatika
dan Persandian;
3) Sub Bidang Perencanaan Pengemmbangan. Infrastruktur.

f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahi ;
i) Sub Bidang Monitoring dan Evaliasi;
3 Sub Bidang Data dan Pelaporan;
3] Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
{2) Unit Pelaksana Tecknis Badan (UPTB).
(3 Kelompok Jabatan fungsional

Eagan Kedua
EKEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Pendapatan Daerah Kota Twoal merupakan umsur pelaksana otonomi
daerah Pemerintah Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan
pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kola Tuzl mempunyai tugas
membantu Walikota melaksanakanr wrusan pemerintahan daerah dalam
melaksanakan fungsi Perencanaan Pembangunan dacrah dalam rangka
pelaksanaan tugas desentralisasi, mgas pembantian dan tugas-tugas lain
vang diberikan Walikota.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4,

Badan Perencanaan Pembangunan Daersh menyelenggarakan fungse

a penyusunan kebijpkan tekmis perencanaan pembangunan daerah
Kota Tual;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan dacrah
Kgota ‘Tual;

¢. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pdaksanaan tnugas dukungan teknis
perencanaan pembangunan daerah Kota Tual;

d. pembinaan teknis penyvelenggaraan fungsifungsi  penunjpng pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tual, dan

e pelaksanaan fungsi kin sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota di
bidang perencanzan pembangunan daerah Kota Tual



Bagan. Ketiga
KEPALA BADAN

Pasal 6

Uraian tugas Kepala Badan, sebagai beriaat: :

£

b.

merumuskan kebijakan teknis di bidang perencansan pembangunan
daerah;

menyusun perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan
pembangunan daerah;

menyiapkan dan penyusunan Kebijakan Umuam APBD dan Kebijekan
Umum Perubahan APBD;

menyiapkan dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang [RFPJP)
Daerah, Rencana Pembanpunan Janpks Menengah (RPJM) Daerah,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

menyiapkan dan menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah [RTRW)Y dan
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRE);

menyusun program dan perumusan kebijakan operasional penelifan dan
pengem bangarn;

melaksanakan penelitian dan pengembangan;

melaksanakan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
melaksanakan Pengkoordinasian penelitian dan mengaduakan Kerjusamas
penclitian dengan lembaga-lembaga perelitian lainnya;

menyiapkan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan
pengem bangannya;

melaksanakan Pemeliharaan hasilhasil penelitian dan pengembangannya
serta penyusunan statistik perkembangan penelitian dan
pengembangannya;

mengkoordinasikan  peréhcanaan, pelaksanaan dan  pengendalian
pembangunar;

melaksanakan kerjasamna perencapaan pembangunan antar daerah dan
antara dacrah dengan swasta, dalam dan haar negers;

melaksanaskan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistile;
melaksanakan pengelolaan data dan mfiwmasi pembangunan;
tnelaksanakan monitoring dan  evaluasi  pelaksanaan  perencanaan
pembangunan;

mengkoordinasi kan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Perangkat Dacrah scbagal balian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPDJ;

melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang
perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan;

melaksanakan pembelian/ pengadaan atau pembangunan sset tetap
berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tagas
pokok dan £ angsi

melaksanakan pemelharaan barang nnlik daerah yang digunakan dalam
rarngka penyelenggaraan tigas pokok dan fungsi;

melaksanakan Kkebijakan pengelolaan barang milik dacreh yvang berada
dalam penguasaannya;

menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar
Operasional dan Prosedur [SOPY;

6



W,

Z

melaksanaksin pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/f atau
pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secam periodik yang
bertujuan uantuk memperbaiki kualitas layanam;

melaksanakan Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan
pembangunan;

melaksanakan Penpelolaan administrasi ummm  meliputi  penyusunan
program, keratalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, mmah
tangga, perlengkaparn, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
melaksanakan Pemberdayaan dan pemnbinaan jabatan fungsional;

aa. melaksanakan Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi; dan

bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuail dengan tugas

pokokniya.

Bagan ketmpat
SEXRETARIS DAN KEPALA SUB BAGIAN

Pasal 7

Uraian Tugas Sekretaris, scbhagai benkut:

&,

b.

-

e e

~

-

gron

menyusun bahan perumusan kebijakan teknis d bidang perencanaan dan
evaluasi, K*uangan serta umum dan kepegawsajan;

menyusun rencana  program di  bidang perencanaasn dan evaluasi
keuangan serta umum dan kepegawaian;

menyusun Rencana Strategis {Renstra), Rencansa Kerja {Renja), Rencana
Kerja Anggaran (RKA|;

menyusun dan melaksanakan Dokumen Pelaksanzan Anggaran [DPA) dan

Dgloynen Perubahan Pelaksanaan Anggaran [DPPAJ

menyusun Penetapan Kinerja K}

melaksanaken dan membina ketatausahaan, ketatalaksanaan dan
kearsipan,

mengelola urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;

melaksanakan urusan rumah tangga;

melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian,

melaksanakan pembelian/ pengadaan atau  pembangunan aset  tetap
berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tuges
pokok dan fungsi;

melaksanakan pemeliharaan barang milk daerah yang digunakan dalam
rangka penyelenggaraan tugas pokok dan Tungsi,

melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerab;

melaksanakan Pengelolaan anggaran;

melaksanakan administrasi keuangan dan pembayaran gajl pegawai
melaksanakan verifikasi Surat Pertangpgungjawaban [SPJ) keuangar;
mengkoordinasikan penyusunan tndak lanjut basil pemeriksaan;
menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik {(SPP) dan Standar
Operasional dan Prosedur {SOP);

melaksanakan Sistern Pengendalian tern (SPI);

melaksanakan pengukuran Indeks Kepussan Masyarskat (IKM) dan/atau
pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik  yang
bertnjuan untuk memperbaikd kualitas layanars

menyusun Laporan Aluantabilitas Kinega Perangkat Daerah;



i

mengelola pengaduan masyarakat i bidang perencanaan pem bangunan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
mengkoordinasikan dan smkromisast penyusunan Iencana  programt
Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat
dan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam,
Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, Bidang
Pengendalian dan Evaluasi.

mengkoordinasikan dan mengsinkronisasi pelaksanaan tgas
Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pemibangunan Manusia, Masyarakat
din Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam,
Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, Bidang
Pengendalian dan Evaluasi;

melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian
kegiatan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia,
Masyarakat dan Sosal Budaya, Bidang Perencanean Ekonomi dan
Sumberdaya Alam, Bidang Perepcanaan Pengembangan Wilayah dan
Infrastruktur, Bidang Pengendalian dan Evaluasi;

melaksanakan monitoring, evahiasi dan pelaporan kegiatan
Kesekretariatan, Bidang Peremncanaan Pembangunan Manusia, Masyarakal
dan Sosial Budaye, Bidang Perencanasn Ekonomi dan Sumber Daya Alam,
Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, Bidang
Pengendalian dan Evaluasi;

aa. mengkoordinasikan dan mengsinkronisasi  perpyusunan. laporan  kinerjg

Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat
dan Sosgial Budaya, Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam,
Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, Bidang
Pengendalian dan Evaluasi;

bb. mengkoordinasikan dan mengsinkronisasi penyusunan laporan Realisast

cc,

dd.

=8

Anggaran Kesckretariatan, Bidang Paencanaan Pembangunan Manusia,
Masyarakat dan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber
Daya Alam, Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur,
Bidang Pengendalian dan Evaluasi;

melaksanakan tygas lain yvang diberikan oleh. Kepala Badan sesuai dengan
bidang tugasnya

penyiapan dan  penyusunan Rencana  Pembangunan Jangha
Panjang (RPJPF)}, Rencana Pembangunan .Jangka Menengah (RPJM]),
Rencana Kerja Pemerintah Dacrah {(RKPD);

. menyiapkan dan menynsun Kebijakan Umum APBD (KU-APBD};

menyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta KUA-
Perubahan APBD dan PPAS-Perubahan APBIDY; dan

melaksanakan tugas lain yang diberilkkan oleh Walikota sesual dengan tugas
pokoknya.

Pasal &

Uraian Tugas Kepala Sub Bagign Keuangan, sebagai berikut :

a. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anpgaran (DPA) dan Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran (PPPA);

melaksanakan penatausahaan keuangan;

melaksanakan verifikasi Surat Pertangpungjawaban [(SPJ) keuangan;

menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan anggarar,

o g

S



(2

(3)

e

{:.4.-. "-"p-

o

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan semesteran dan
akhir tahur;

menyusun administrasi dan pelaksanasn pembayaran gafi pegawal;
melaksanakan penerimaan, pengadminisirasian  dan  penyetoran
penerimaan bukan papk daerah;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern [SFPI);

mengevaluasikan dan melaporkan pelaksanaan tagas pokok dan fungsi
menyiapkan pendukung Rencana. Pembangunan Jangksa
Panjang (RPJP], Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM],
Rencana Kerja Pemerintah Daerah {RKPD);

menylapkan data pendukung Kebijpkan Umum APBD (KU-APBD);
menyiapkan data pendukung dokumen Prioritas dan  Plafon
Anggaran Sementara [PPAS] seta KUA-Perubahan APBD dan
PPAS-Perubahan APBD; dan

- melaksanakan fungsi lin yang diberikan oleh  Sekretarie sesual

tugas pokoknya

Uraian Tugas Kepala Sub Bagman Perencanzan dan Evaluasl, scbagai
berikut :
a.menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerj (Renjal;

b,

C.

d

o =g

—

menysun Rencana Kerja Anggaran {RKA);

menyusun dan melaksanakan Dokumen Pelaksamaan Angparan (DPA]
dan Delaunen Perubahan Pelaksanasn Anggaran (DPPA);

menyusun Penetapan Kinerja {PK);

menyvusun  laperan dan dokumentasi pelaksanaan  program  dan
kegiatan;

menyusun dan  pelaksanasn Standar Pelayanan Publik (SPP) dan
Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

melaksanakan pengukuran Indelks Kepuasan Masyarakat (IKM)
dan/atau pelaksanaan pengumpuian pendapat pelanggan secam
periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
menyusun Laparan Alcunfabi litas Kinerja Perangkat Daerals;
mengevaluasikan dan melaporkan pelaksanasan tugas pokok dan fungsi;
menyiapkan dan menyusun Rencana Pembangunan Jangks Panjguag
[RPJP), Rencana Pembangunan Janpka Menengah {RPJM), Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD}

menyiapkan dan menyusun Kebijakam Umum APBD (KU-APBD),
menyusun Prioritas dan Pldon Anpparan Sementara (PPAS) serta KUA-
Perubahan APBD dan PPAS-Perubahan APBD: dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tuigas pokoknya.

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Urmam dan Kepegawaian, sebagai
berikut:

a,

P oRD o

melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran {(DPA} dan Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran {DFPA);

melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
melaksanakan administrasi kepegawaiarn;

melaksanakan kshumasan, keprotokolan dan kepustakaan; dan
melaksanakan uirusan tumah tangga;



f melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap
berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas
pokok dan flngs:

g melaksanakan pemeliharaan bararng milik dserah yang digunakan
dalam rangka penyvelengparaan tugas pokok dan fungesi

h melaksanakan dan penatausahaan barang milik daerah;

i mengelola  pengaduan  masyarakat di  hidang — perencanaan
pembangunai;

j melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan

k. mengevaluasikan dan melaporkan pdaksanaan tugas pokok dan fungsi;

1 melaksanakan tugas hin yang diberikan oleh atasan sesual dengan
tugas pcokoknya.

Bagian Kelima
BIDANG PERENCANAAN SOS{AL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN

Pasal 9

Uraian Tugas Kepala Bidang Pcrencanaan Sosial Budaya dan Pemerintaban,
sehbagai berikut:

a,

b.

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Perencanaan
Sosial Budaya dan Pemerintahan;

mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan teknis
percncanaan pembangunan d Bdang Perencanaan Sosial Budaya dan
Pemerinta han;

menyusun peréncanaan dan  melaksanakan program  perencanaan
pembangunan di Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;
menyusun petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan dasrah di
Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan,

melaksanakan pedoman dan starxdar pengembangan pembangunan &
Perencanaan Sosial Budaya dan Pemenntahan,

melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan
daerah di Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;
melaksanakan bimbingan, supervisi dan koordinasi pengelolaan kawasan
dan lingkungan perkotaan dan perdesasn di dacsrah kecamatan/ kelurahan
di Bidang Perencanaan Sosihl Budaya dan Pemerintahan;

melaksanakan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan
perdesaan di Perencanaan Sosal Budaya dan Pemerintahan;

melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang
Perencanaan Sosial Budaya dan Pemernintahan;

menyusun petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan daerah &
Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;

menyusun petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan di Bidang
Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerictahan;

melaksanakan teknis kerjasama pembangunan .antar daerah dan antara
daerah dengan swasta dalam dan luer negery,

menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindaklanjut Hasil
Pemeriksaan;

melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran [DPA) dan Dokurnen
Perubzahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
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g2

)

melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional
dan Prosedur (SOP);

melaksanalkan Sistem Pengendalian Intern {SPI);

mengevaluasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

menyiapkan dan menyusun Rencana  Pembangunan  Jangka

Panpneg (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),
Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (RKPD);

menyiapkan dan meayusun Kebijakan Umuem APBD (KU-APBD);

menyusun  Prioritas  dan  Plafon  Anggaran  Sementara [PPAS]  serta
KUA Perubahan APBD dan PPAS-Perubahan APBD; dan

melaksanakan fungsi kin yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas
pokoknya,

Pasal 10

Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Perepcangan So¢sial Budaya, sebagai

berikuat :

a menyiapkan hahan perumusan dan pelaksanaan  kebjjaksn  teknis
perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya;

b menyiapkan bahan penyusunan peréncapaan dan pelaksanaan program
d bidang sogial budays;

c melaksanakan konsultasi keserasian pengembengan perkotzan d
Bidang sosial budays;

d menyusun petunjuk pelaksanan iceserasian pengembangan perkotaan
bidang sosial budays;

& menyusun perunjuk  pelaksanaan mengiemen dan  Kelembangan
pengembangan wilayah di bidang sosial budaya,

f. menyusun petunjuk pelaksanaan pengembangon  pembangunan
perwilayahan di bidang sosial budaya;

g memberikan konsultasi perencanaan pembangunan daetah i bidang
sosial budaya;

h. ‘menyiapkan bahan pelaksanaan kerjmsama teknizs perencanaan
pembangunan antar daerahi dan amtara dagrall dengan swasta dalam
dan har negeri di bidang soswl budaya;

i melaksanakan Deokumen Pelaksanaan Arggaran (DPA) dan Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DFPAJ

3 melaksanakan Standar Pelayanan Publik [SPP) dan Standar Operasional
dan Prosedur (SOP);

k melaksanakan Sistem Pengendalian Intern {SFI);

l menyiapkan dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah {RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RE:IMD), Rencana Kerja Pemenntah Daerah [RKPD);

m menyiapkan dan menyusun Kebijaken Umum APBD {(KU-APBD);

n menyusun Prietilas dan Plafon Anggaran Sementara {PPAS) serta KUA-
Perubahan APBD dan PPAS-Perubahan APED;

0. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
dan

p melaksanakan fungsi lain yvang diberiken oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas pokcknya.
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(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Kependudukan :

(3)

(28

b

ot

5 F

o3

P-

menyiapkan bahan petumusan dan  pelaksanazn  kebijakan teknis
perencanaan pembangtnan di bidang Perencanaan Kependudukar;
menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program
di bidang perencanaan Perencanaan Kependudukan;

melaksanakan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan i
bidang Kependudukan;

menyusun petunjuk pelaksanan keserasian pengembangan perkotaan di
bidang perencanaan Kependudukan;

menyusun  petunjuk  pelalksanaan manajemen  dan  kelembangan
pengembangan wilayah di bidang Perencanaan Kependudukan,
menyustin - petunjuk  pelaksanaan  pengernbangan pembangunan
perwilayahan i bidang Perencanaan Kependudukan;

memberikan konsultasi perencanaan pembangunan daerah di bidang
Perencanaan Kependudukan:

menyiapkan bahan pelaksanaan ‘kerjasama teknis  perencanaan
pembangunan antar dacrah dan antara daerah dengan swasta dalam
dan luar negert di bidang Perencanaan Kependudukarn,

melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA} dan Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anpgaran {DPTPA);

melaksanakan Standar Pelayanan Publik {SPP) dan Standar Operasional
dan Prosedur (SOP);

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
menyiapkan dan menyusun < Rencana  Pembangunan — Jangka
Panjang ([RPJP}, Rencana Pembanguman Jabtgka Menengah (RPJM),
Rencana Kerja Pemerintabh Dagrah [RKPD);

menyiapkan dan menyusun Kebijakan Umum APBD (KU-APBD);
menyusun Prioritas dan Plafm Anggaran Sementara (PPAS) serta
KUA-Perubahan APBD dan: PPAS-Perubahan APBI; dan

melaksanakan tuges lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas pokchknya

Uratan Tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan :

.

b.

menyiapkan bahan peramusan dan pelaksanaan kebipkan teknis
perencanaan pembangunan di bidang Perencanaan Pemcrintahan;
menyiapkan  balan  penyusmman  perencanaan  dan  pelaksanaan
program di bidang perencanaan Pemerintahan:

melaksanakan konsultasi keserasiun pengembangan perkotaan di
bidang Perencanaan Pemerintahan;

menyusun petunjuk pelaksanan keserasian pengembangan perkotaan
di bidang Perencanaan Pemerintahan;

menyusun  petunjuk  pelaksanaan manajemen dan kelembagaan
pengembangan wilayah di bidang Perencanaan Pemerintahan;
menyusun  petunjuk  pelaksanaan pengembangan  pembangunan
perwilayahan di bidang Perencanaan Pemerintahan;

memberikan konsultasi perencanaan pembangunan daecrah di bidang
Perencanaan Pemerintahan;

menyiapkan bahan peiaksanaan kerjasama teknis  perencanaan
pembangunan antar daerah dan amtara deecrah dengan swasta dalam
dan luar negeri di bidang Perencanaan Pemerintahan;
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i. melaksanakan Dokumen Pelaksamnan Anggaran [DPA) dan Dcokumen

Perubzhan Pelaksanaan Anggaran [DDPPA);

j. melaksanakan Standar Pelayanan Publk (SPPF) dan Standar

Operasional dan Prosedur {SOF;

k melaksanakan Sistem Pengendalian Intern {SPI);

1. mengevaluasi dan Melaporkan pelaksanaan tugas pekok dan fungsi;

m menyiapkan dan menyasan  Rencana  Pembangnnan  Jangla
Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan -Jangka Menengah (RPJLM],
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

. menyiapkan dan menyusun Kebijakan Umum APBD (KU-APBUD,

0. menyusun Prioritas dan Plafn Anggaran Sementara [(PPAS) serta
KUA-Perubahan APBD dan PP AS-Perubzhan APBD;

p melaksanakan tuges lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas pokoknya.

Bagian Keenam
BIDANG PERENCANAAN EKONOMI

Pasal 11

Uraian Tugas Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, sebagai berikut

a

b

merurmuskan dan melaksanakan kebijpkan leknis Bidung Perencan:ian
Ekonomi,

mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan teknis
perencanzan pembangunan di Bidang Perencanaan Ekonomi;

menyusun  perencanaan  dan  melalsanakan program d bidang
perencanaan pembangunan di Bidang Perencanaan Ekonomi;

menyusun peunjuk pelaksanaan pengembangan mpembangunan dacrah di
Bidang Perencanaan Ekonomi;

melaksanakan pedoman dam standar pengembangan
pembangunan < Bidang Perencanaan Ekonom,

melaksanakan konsultasi perencanaan dan penhgendalian pembangunan
dagrah d Bidang Perencanaan Ekonomi;

melaksanakan bimbingan, supervisi dan koordinasi pengelolaan kawasan
dan lmgkungan perkotaan dan perdesaan di deerah kecamatan/ kelurahan
di Bidanpg Perencanasn Elonomd,

melaksanakan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan
perdesaan di Bidang Perencanaan Ekonomi;

melaksanakan Kkonsultasi perencanaan pembangunan daerah & Bidang
Perencanaan Ekonomi;

menyusunan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan daerah di
Bidang Perencanaan Ekonoemi;

menyusun pettinjuk pelalktsanaan manajemen dan kelembagaan di Bidang
Perencanaan Ekonomi:

melaksanakan teknis kerja sama pembangunan antar dacrah dan antama
daerah dengan swasta dalam dan hoar negeri,

menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindaklanjut Hasil
Pemeriksaan;

melaksanakan Deokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA] dan Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

13



C.

p o

M

melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional
dan Prosedur (GOP);

melaksanakan Sistermn Pengendalian Intern (SPI);

menyiapkan dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daearh (RPJFPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
{(RPJMLY), Rencana Kerja Pemerintah Daerah {RKPD);

menyviapkan dan menyusun Kebijakan Umum APBD (KU-APBD);

menyusin  Prioritas dan  Plafon Anggaran  Sementara [PPAS] serta
KUA-Perubahan APBD dan PPAS-Perubahan APBD;

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan
mclaksanakan fungsi lain yang chiberikan oleh atasan sesual dengan nigas
pokokniya.

Pazal 12

Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Dunja Usaha, sebagai

berikut :

a menyiapkan bahan perurnusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
perencanaan pembangunan d bidang perencanaan  perindustrian
perdagangan, koperasj, usaha keell dan menengah;

b menyiapkan bahan penyusunan perencanaan den pelaksansan program
d bhidang perencanaan perindusttian perdagangan., koperasi, usaha
kedl dan menengah;

¢. melaksanakan konsultasi keserasian pengembangan perketean di
bidang perindustrian perdagangan, koperssi, wvsaba kecil dan
menengah;

d menyusun psrunjuk pelaksanan keserasian pengembangan perkotaan di
bidang perindustrian perdagangan, koperasi, usaha kecil dan
menengah,

e ményusun petunjuk  pelaksanaan manajemen dan  kelembangan
pengembangan wilayah i bidang perindustrian perdegangan, koperasi,
usaha kecil dan menengah;

f. menvusun peturijuk pelaksanaan pengembangan  pembangunan
perwilayahan d bidang perndustnan perdagangan, koperasi, usahga
kel dan menengah;

g memberikan konsultasi’ perencanaan pembangunan deereh & bidang
perindustrian perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;

h menyviapkan bahan pelaksanaan kerjasama teknis perencuanaan
pemibangunan amntar daerah dan antara dacrah dengan swasta dalam
dan liar negeni di bidang perindustrian perdagangan, koperasi, usaha
kecil dan menengah;

1. ‘melaksanakan Dokumen Példksanaan Anggaran [DPA) dan Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran {DPPA);

j melaksanakan Standar Pelayanan Publik [BPP) dan Standar Operasional

dan Prosedur {(SOF);

k melaksanakan Sistem Pengendali an ntern {£PI)

1 menyiapkan dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjng
Daerah  (RPJPD), [Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah
Daerah (RPJMD), Rencana Kera Pemerintah Dacrah (RKPD);

m menyiapkan dan menyusun Kebijakan Umum APBD (KU-APBD),
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(3)

B

menyusun Prioritas dan Plafon Anpparan Sementara (PPAS) serta
KUA Perubahan APBD dan PPAS-Perubahan APBD;

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi; dan

melaksanakan tuags lain yang diberican oleh atasan sesual dengan
tugas pokoknya,

Urailan Tugas FKepala S5Sub Bidang Perencanaan Penanaman Medal,
Pariwisata dan Tenaga Kerja, sehagai berikut :

.

B 3

b

menyiapkan ballan perumusan dan  pelaksanzan kebijakan teknis
perencanaan pembangunan di Bidang Perencanaan Penanaman Modal,
Pariwisata dan Tenaga Kerja;

menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program
di Bidang Percncanaan Penanaman Modal, Pariwisata dan Tenaga Kerja;
melaksanakan konsultasi keserasian  penpembanpan perkotaan 4
Bidang Percncanaan Penanaman Modal, Pariwisata dan Tenaga Kena;
menyusun pgunjuk pelaksanan keserasian pengembangan perkotaan di
Bidang Perencanaan Penanaman. Modal, Pariwisate dan Tenaga Kerja;
menyusun  petunjuk  pelaksanaan manajemen dan  kelembangan
pengembangan wilavah di Bidang Perencanaan Penanaman Modal,
Pariwisata dan Tenaga Kera;

menyusun  petunjuk  pelaksanaan  pengembangan  pembangiman
perwilayahan di Bidang Perencanaan Penanaman Maodel, Pariwisata dan
Tenaga Kerja;

memberikan konsultasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang
Perencanaan Penanaman Modal, Paniwisata dan Tenaga Kerja;
menylapkan bahan pelaksanaan kerjasama teknis perencanaan
pembangunan antar daereh den antsra daersh dengan swasta dalam
dan luar negeri di Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Pariwisata
dan Tenaga Kerja;

melaksanakan Dokumen Pdaksanaan Anggaran (DPAl dan Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPAL

melaksanakan Standar Polayanan Publiz (SPP) dan Standar Operasional
dan Prosedur (SOP);

melaksanakan Sisterm Pengendalian. Intern (SPI);

menyiapkan dan menyusun Rencana Pembangunan .Jangka Panjang
Dacrah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(R JIMD), Rencana Kerja Pemerintah Daesrab (RKPD);

. menyiapkan dan menyusun Kebijakan Umum APBD (KU-APBD);

menyusun  Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara {PPAS} secria
KUA-Perubahan APBD dar PPAS-Perubahan APBL,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan  tugas  pokok dan
fungsi; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
fupas pokoknya

Uraian Tugas Kepalza Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Produksi, sebagai
berilout ;

F R

b,

merancang penyusun dokumen rencanz pembangunan daerah [RPJPD,
RPJMD, dan RKPDY;
menganalisis Rencana Strategis Perangkat Dacrah dan Rencana Kerja
Perangkat Dacrah;
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pop

merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPIMD dan RKPDy;
merencanakan pelaksanaan sincrgitas. dan harmonisasi RTRW Daerah
dan RPJMD;

membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat

" daemah kabupalenfkota;

menyiapkan bahan perumusan dan pclaksansan kebijakan teknis
perencenaan pembangunan < sub  bidang Perencanaan Ekonomi
Produksi;

menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program
di sub bidang Perencanaan Ekonomi Produksi;

melaksanakan konsultasi keserasian pengermnbangan perketaan di sub
bidang Perencanaan Ekonomi Produksi;

menyusun petitnjuk pelaksanan keserasian pengembangan perkotazn di
sub hidang Perencanaan Ekonomi Produksi;

menyusun  petunjuk  pelaksanaan  manajemen  dan  kelembangan

pengembangan wilayah di sub bidang Perencanaan Ekenomi Produksi;
menyusun,  petunjuk  pelaksanaan  pengembangan  pembangunan
perwilayahan di sub bidang Perencanaan Ekonomi Produksi;
memberikan konsultasi perencanaan pembangunan daerab 4 sub
bidang Perencanasn Ekonomi Produksi:

merenicanakan pelaksanaan kesepakaien dengan DPRD  terkait
penyusanan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD
dan RKFD;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD,
merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
Kata Tual

merencanakan dukungan pelaksanaan XKegatanr  pusatl unmk
prioritas nasional;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar
daerah di bidang pembangunan;

menyusun. laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kematan
Sub Bidang Perencanasn Ekonomi Produksi,

melaksanakan tugas lain yang diberthan oleh atasan sesual dengan
tugas pokoknya.

Bagian Ketujuh

BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFARSTRUKTUR

Pasal 13

Uraian Tugas Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Wilaysh dan
Infarastruktur, sebagal berikut:

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Perencanaan
Pengembangan Wilayah dan Infrasurukour;

mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan teknis
perencanaan tata kota;

menyusun perencanaan dan pelaksansan gogram di Biding Perencanaan
Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur;

menyusun rencana induk kota;

menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah [RTRW);
menyusun Rencana Tata Ruang Kawesan Strategis {(RTRKS)

a

b.

oA
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L

menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) scbagal pedoman
operasional pemanfaatan ruang;

menyusun  petunjuk  pelaksanaan manajemen dan  kelembagaan
pengembangan wilayah dan kawasan;

menyusun  petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan
perwilayahan,

menyusun rencana induk ptasarana dan sarana perkotaan;

menyusun  kebijakan pengembangan kawasan strategis, prioritas, cepat
fumbuh dan andalan kota;

menyusun petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan;
menyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan
perkotazn;

menyusun  petunjuk  pelaksanaan perencanaan dan pengendalian tata
ruang kota; .

menyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan prasarana
dan sarana perkotaan;

menyusun pedoman dan standar perencanaan taia ruang dan prasarana
dan sarana perkotaan;

melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan tata ruang,
prasarana den sarana perkotaan;

menyusun  petunjuk  pelaksanaan manajemen dan  kelembagaan
pengemn bangan wilayah perkotaan;

MENy1IsUn petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan
perwilayahan, prasarana dan samana perkotaan;

menyiapkan  baban koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian penataan ruang;

menyiapkan  bahan  koordinasi  perencanaan dan  pelaksanaan
peamn bangunan prasarana dan sarana perkotaan;

memfasihtas] penerimaan Prasarana, Sarana dan Utilitas {PSUJ;
memberikan konsultasi perencanaan. penataan ruang den pembangunan
prasarana dan sarana perkotzam;

memfasilitasi dan mengkoordinasi kerjasama teknis penataan ruang dan
pembangunan prasarana dan sarana perkotaan antar daerah dan antara
daerah dengan swasta, dalam dan lhuar negeri;

memberikan  konsultasi, bimbingan dan supervisi kegasama tekms
perencanaan pembangunan ] bidang rata, ruang arntar
kecamatan/kelurahan dan arara kecamatan fkelurahan dengan swasta,
dalam dan lnar negeri;

memberikan konsultasi, bimboigan dan supervisi pengelolaan kawasan
dan lingkungan perkotaar;

memberikan konsultasi, bimbingan  dan SUpervisi keserasian
pengembangan perkoetaan;

. memberikan konsultasi pengembangan kawasan strategis, prioritas, cepat

tumbuh dan andalan;

. memberikan konsultasi dan perencanaan terhadap kelembagaan dan

mana jermen pengembangan wilayah dan kawasan;

. menyiapkan bahan deleam rangka pemeriksaan dan tindaklanjut Hasil

Pemeriksaan;

. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Angparan (DPA) dan Dokumen

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
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ff.

(1}

melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional
dan Presedur (SOP};
melaltsanakan Sistem Pengendalian lntern {SFI};

. menyiapkan dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Dacrah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearah
(REIMD), Rencana Kerja Permerintah Daerah (RKFPD);

menyiapkan dan menyusun Kehijakan Umum APBD (KU-APBDY};

menyusun Prioritas  dan  Plafon  Anggaran  Sementara (PPAS] serta
KUA-Perubahan APHD dan PPAS-Perubahan APBD;

. mangevaluasi dan melaporkan pelalcsanaan tugas pokok dan fungsi dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas
pokoknya.

Pasal 14

Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Pertanahan, Penataan

Ruang dan Lingkungan Hidup, sebaga berikut:

a, menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
Bidang WUrusan Perencanaan Pertanahan, Penataan Ruang dan
lingkungan Hidup;

b. saenyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program

di Bidang Urusan Perencanaan Pertanahan, Penataan Ruang dan

Lingkungan Hidup;

menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah {(RTRW),

menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS)

menyusun dan menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Koie (RDTRK),

menyusun perunjuk pelaksanaan perencanaan den pengendelisn lata

ruang kota;

menyusun  kriteria  penentuan dan perubahan fungsl ruang

kawasan/lahan wilayah dalam rangks penyclenggarean peénataan

TuaAng;

h. merumusan kebijakan strateg$ operasionaligas) Rencana Tata Ruang
Wilayah [RTRW) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategiz (RTRKS);

L Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK],

j mengembangkan sistem mfomasi dan komUnikasl penataan ruang
perkotaan;

k. menyebarluaskan informasi penataan ruang kepada masyarakat,

l menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan kesadaran, tanggung jawab,
dan peran -%rfA masyarakat dalam perencanaan penzataan. ruang;

m menyiapkan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian tata Taang;

n memberikan konsultasi perencanaan dan pengendalian tata ruang,

0. menyiapkan bahan kerjasama penataan ruang antar daerah dan antara
dacralr dengan swasta, dalam dan lwar negeri;

p memberikan  bimbingan, supervisi dan  konsultasi  perencanaan
tafa ruang,

q memberikan konsultasi dan perencanaan terhadap kelembagaan dan
‘manajcmen genataan ruang;

r, melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA] dan Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Angparan (DPPA);

- An
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melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional
dan Prosedur (SOP),

melaksanakan Sistem Pengendsalian ltern {SPI;

menyiapkan dan menyusun Rencana Pemibangunan Jangka Panjang
Daerah {RPJPDY, Rencana Pembangunan Jangka  Menengah
Dagrah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah {RKPDj;
menyiapkan dan menyusun Kebijakan Umum APBD (KU-APBLDY;
menyusun Prortas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta KUA-
Perubahan APBD dan PPAS-Perubahan APBD, dan

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsg
dan/ Pelaksanaan fungsi lan yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas pokokiya.

Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi,
Informatika dan Persandian, sebagai berilaar :

a.

menyiapkan baban perumusan dan  pelaksansan  kebijakan  teknis
Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian;

menylapkan bahan penyusunan peaencanaan dan  pelaksanaan
program di Bidang Urusan Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika, Statistik dan Persandian

menyusun rencana induk prasarana dan sarama perkotaan;

menyusun  petunjuk  pelaksanaan  perencanaan — pembangunan
prasarana dan sarana perkotaan;

melaksanakan perencanaan pembangunan prasarana dan sarana
perkotaan;

menyusun pedeman dan standar perencanaan pembangunan
prasarana dan sarana perkotaan;

melaksanakan pengelolaan data dan infiormasi pembangunan prasarana
dan sarana perkotaan;

menyusun petanjuk pelaksanaan pengelolaan kawsasan dan lingkungan
perkotaan;

menyusun petunjuk pelaksanaan keserasi an pengembangan perkotaan;
menyusun petunjuk pelaksanasn  manajemen  dan kelembagaan
pengembangan wilayah perkotaan;

menyusun pedoman dan standar pelayanan prasarana dan sarana
perkotaan;

menyusun petunjuk  pelaksamasan  pengembangan pembangunan
praserana dan sarana perkotaamn;

merencanazkan pengembangan kawasan strategis, prioritas, copat
tumbuly dan andalan kota;

menyiapkan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan prasarana dan sarana perkotaan;
memberikan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan
prasarana dan sarana perkotaarn

menyiapkan bahan kerjsama teknis perencanaan pembangunan
prasarena dan sarana perkotaan anfar -daerah -dan antar daerah dengan
swasta, dalam dan lnar negerk

memberikan bimbingan, sopervisi  dan  konsultasi  kerjasama
pembangunan antar kecamatan/kelurahan dan antara kecamatan/
kelurahan dengan swasta, dalam dan Tuar negeri;
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r. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan
dan lingkungan perkotaan;

s. memberikan bimbingan, supervisi dan kensultasi pelayanan prasarana
dan sariina perkotaan;

t. memberikan bimbingan, supervisi dan  konsultasi keserasian
pengembangan perkotaan;

u. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengembangan
kawasan priontas, cepat tumbuh dan andalan;

v. memberikan konsultasi dan perencanaan terhadap kelembagaan dan
manai emen pengembangan kawasan;

w. menyusun petunjuk teknis percncanaan pembangunan prasarana dan
samna perkotaan skals kecar natan/ kelurahan,

X memfasilitasi penerimaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU);

yv. melaksanakan Dokumen Pelaksannan Anggaran (DPA) dan Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran {DPPA),

Zz. melaksanakan Standar Pelayanan Publik (8PP} dan  Standar
Ovperasional dan Prosedur {SOP};

aa melaksanakan Sistem Pengendalian Internm {(SPI);

b, menyiapkan  dan  menyusun Rencana Pembangiman  Jangka
Panjng {RPJP), Rencana Pembanpunan Jangka Menengah {RPJM],
Rencana Kerja Pemerintah Daerah [RKPD);

cc. menyiapkan dan menyusun Kebijakan Umum APBD (KU-APBD);

ddmenyusun Priorilas dan Plafon Anggaran Sementara [PPAS) serta
KUA-Perubahan APBD dan PPAS-Perubahan APBD;

ec. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pckok dan
fungsi; dan

f. melaksanakan lugas lain yang diberikan oleh atesan sesuai dengan
tugas pokoknya.

Uraian Tugas Kepala Sub 'Bidang Perencanaan Pengembangan

Infrastruktur, sebagai berikut

a menyiapkan bahan perurnusan dan  pelaksanaan  kebijakan teknis
perencanaan Pengembangan Inf rastrktur;

b. menylapkan bahan penyusuman perencanaan dan pelaksanaan program
di Bidang Perencanaan Pengemban gan infrastrukiun

¢ menyusun rencana induk prasarana dan sarana perkotaan;

d menyusun petunjuk  pelaksanaan  perencanaan — pembangunan
Pengembangan Infrastruktur;

e. melaksanakan perencanaan pembangunan prasarana dan  sarang
perkotaan;

f. menyusun pedoman <dan standar perencanaan pembangunan
Pengembangan Infrastruktur;

g melaksanakan pengelolaan daa  dan  informasi pembangunan
Pengembangan Infrastrukiuae

h. menyusun petunjul pelaksanaan pengelolan kawasan dan bnglungan
perkotaan;

i menyusun petunjuk peleksanaan keserasian pengembangan perkotaan;

j menyusun pedoman dan standar pelayanan  Pengembangan
Infrastruktur perkotaan;

k menyusun petunjuk pelaksanaan  pengembangan —pembangunan
Pengembangan Infrastruktur;
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1. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan infirastruktur;

m. memberikan konsultasi perencanzan dan pengendalian pembangunarn
infrastruktur,;

n menyiapkan bahan kerjasama teknis perencanaan pembangunan
Pengembangan Infrastruktur perkoraan antar daerah. dan antar daergh
dengan swasta, dalam dan luar neger;;

o memberikan  bimbingan, suapervisi dan konsultasi kerjasama
pembangunan antar kecamatan/kelurahan dan antara
kecamatanflelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri,

p memberikan bimbingan, supetvisi dan konsultasi pengelolaan kawasan
dan lingkungan perkotaan;

g memberikan  bimbingan, superwisi  dan  konsultasi  pelayanan
inf rastrulchar;

r. membenikan bimbingan, supervisi dan  konsultasi  keserasian
pengembangan perkotaan;

s, memberikan bimbingan, supervisi dan Kkonsultas: pengembangan
kawasan prioritas, ¢epat tumbuth dan andalan,

t memberikan konsultasi dan perencanaan terhadap kelembagaan dan
manai ermen pengembangan kawasan;

u menyusun petunjuk teknis perencanaan pembangunan infrastruktur
perkctaan skala kecarnatan/ kelurahan;

v. memfasilitasi penerimaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU);

w. mclaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran [DPA) dan Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

x melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP} dan Standar Operasicnal
dan Prosedur [SOP);

y. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern [(SPI);

z menyiapkan dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daearah {RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah {RPJMD), Rencana Kerjp Pemenntah Daerah {RKPDY);

an. menyiapkan dan menyusun Kebijaksan Umum APBD (KU-APBD);

bbh. menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) seta
KUA-Perubahan APBD dan PPAS-Perubahan AFPBD;

cc. mengevaluesi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsy, dan

dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan deh atasan sesuai dengan
tugas pokoknya

Bagian Kedelapan
BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUAS]

Pasal 13

Uraian Tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi, sebagai berikut:

a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Pengendalian
dan Evaluasi;

b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan tekus
pendataan, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;

¢  menyusun perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pendataan,
monitoring dan evalnasi perencanaan pembangunan daeraly
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melaksanakan pendataan dalarn rmangka perencansan pembangunan
daerah;

menyiapkan dan menyusun Rencana Pembangunarn Jangka Panjang
Dacrah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMDY, Rencana Kerja Pemerintah Daerah {RKPD);

menyiapkan dan menyusun Kebijakan Umum APBD (KU-APBDY);
memberikan bimbingan dan konsultasi penyvusunan Rencana Strategis
{Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;

melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangnnan daerah;
melaksanakan kerjasama teknis antar lembaga untuk mengembangkan
statistik;

menyusun Prioritas dan Plafon Angparan Semcntara {PPAS! sata KUA-
Perubahan APED dan PPAS Perubahan APRD:

melaksanakan monitoring dan  evaliasi perencanaan pembangunan
daerah;

menyusun Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindaklanjut Hasil
Pemeriksaan;

melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA] dan Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran [DPPAJ;

melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional
dan Prosedur (SOP);

melaltsanakan Sistem Pengendalian Intern (SPIj;

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokcok dan fungsi dan
melaksanakan tugas lain yvang dberikan oleh atasan sesual dengan
gas pokoknya.

Pasal 16

Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Monitoring dan Ewvaluasi, sebagai berikut:

a menyiapkan baban perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
monitoring dan  evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan
daeral

b, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program
di bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan  perencans:an
pembangunan daerah;

¢. melaksanakan monitoring dan evalusa  pelaksanaan  perencanaan
pembangunan daerah;

d. melaksanakan Dokumen Pelaksamaan Anggaran (DPA)] dan Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anpgaran {DPPA);

¢ melaksanakan 3tandar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional
dan Prosedur {SOF);

f. melaksanakan Sistem Pengendalian Iotern (SPI);

g mengevaluasi den melaporkan pelaksansan migas pokok dan fungsk

h menyiapkan dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah {RPJPD), Rencana Pembanginan Jangka Menengah Dacrah
(RPJM), Rencana Keria Pemerintah Daerah (FKPD);

1 menwviapkan dan menyusun Kebijakan Umum APED (KU-APBDj;

j. menyusun Prioritas dan Phfon Anggaran Sementsra (PPAS] serta KUA-
Perubahan APBD dan PPAS-Perubahan APBD; dan

k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan okh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas pokoknya.
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i2) Uraian Tugas Kepala Seksi Data dan Pelaporan, sebagai berikut:

)

2

=

menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
pendalaan dan pelaporan dalam rangka perencanaan pembangunan
daerah;

menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program
i bidang pendataan dan pelaporan dalam rangka perencanaan
pembangunan daerah;

melaksanakan pendataan dalam rangka perencanaan pembangunan
daeral;

menyiapkan dan menyusup Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka  Menengah
Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah [RKPD);
memberikan  bimbingan dan  kensukasi  penvisunan Rencana
Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja. (Renja) Perangkat Daerah;
melaksanakan penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anpggaran Sementara (PPAS) serta
KU-Perubahan APBD dan PPASPerubahan APBL);

melaksanakan pengelolaan data dan mformast pembangunan daerah;
menyiapkan bahan  kerjasama  teknis  antar lembaga untuk
mengermbangkan statistik;

menyiapkan bahan penyusunan Rencana Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi;

melaksanakann Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA} dan Dolumen
Perubshan Pelaksanaan Angparan [DFPA);

melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional
dan Prosedur (SOP);

melaksanakan Sisterm Pengendalian Intern [SPI);

mengevaluasi  dan  melaporican  pelaksanaan  tagas  pokok  dan
fungsi; dan

melaksanakan tugas bhin yang dberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas pokoknya.

Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Pepclifan dan Pengembangan, sebagai

beriknut:

a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan telmis Bidang Penelitian
dan Pengembanga;,

b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan teknis
penelitian  dan  pengembangan  dalam  rangka  perencanaan
pembangunan daerah;

. menyusun perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penelitian
dan pengembangan delam rangka perencenaan pembangunan daerah;

d melaksanakan penelitian dan pengembangan kajian dalam rangka
peréncanaan pembanginan daerah di bidang pemerintahan, keuangan,
pemberdayaan masyarakat, kesatuan bangsa, politik dan perhndungan
masyarakat;

¢, mengembangkan  hasil peoeliiann  dalata rangka  perencanaan
pembangunan daerah;

f melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian
dan pengembangan pada Perangkat Praerab;

g melaksanakan koordinasi dan  kerjasama dengan instansi terkait
kegiatan penelitian dan pengembangan;

h melaksanakan sosialisasi hasil penchtian dan pengembangan,

-

mendokumentasikan hasil penelitan dan pengembangannya,



} menyiapkan bahan dalam rangka pemd¢riksaan dan tindak lanjut Hasil
Pemeriksaarn

k. melaksanakan Dokumen Pelaksanazn Anggaran (DPA) dan Dokumen
P=rubahan Pelaksanaan Anggaran [DPPAJ;

1l melaksanakan Standar Pelayanan Publik (3PP} dan  Standar

Operasion: l dan Prosedur (SOP);

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

mengevaluasi dan  melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi; dan

0. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleb atasan sesuai dengan
tugas pokoknya.
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BAE I
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

(1) PEhjabaran Uralan TUgss Utiit Pelakeana TeKiis Dipas akan ditétapkain
dengan Keputusan Walikota. '

{2} Dengan berlaltu Peraturan Walikota ini, maka khusus Pasal 4 sampai
dengan Pasal 10 Peratuman Wallkota Tuel Nemor 41 Tahun 2009 tentang
Uraian Tuges Jabatan Strukturel Organisasi Lembage Teknis Deersh
Kota Tual, dinyatakan tidek berlaku lagi.

BAB ¥V
KETEN TUAN PENUTUF

Pasal 18
Peraturan ini ‘mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2017,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wallkota ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan c¢h Tual
%ﬁda:" nggal €2 Jarman 2018
N ._E“ 01‘;\.‘;{'*

WHA AAN

Dinndangkan di Tus!
Pada tangeal &2 Januan 2018
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